PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR “MONZA” (Studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe





Negara  Indonesia  yang  diapit  oleh  dua  benua  dan  dua  samudera
memberikan  sebuah  keuntungan  tersendiri  secara  ekonomis  bagi  Negara
Indonesia. Hal ini juga didukung oleh sumber daya alam Negara Indonesia yang
kaya  serta  berada  pada  jalur  perdagangan  internasional  sehingga  memberikan
kesempatan bagi Negara Indonesia untuk mengekspor hasil sumber daya alamnya.
Walaupun seperti itu, Negara Indonesia masih jauh terbilang dari kata mencukupi
sehingga perlu melakukan impor dari negara lain. 
Pada hakikatnya kegiatan ekspor dan impor berawal dari kondisi dimana
suatu negara tidak bisa hidup mandiri  dan tetap membutuhkan satu sama lain.
Dibutuhkanya ekspor dan impor juga karena setiap negara memiliki karakteristik
berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi,  demografi,  struktur ekonomi,
maupun struktur  sosial.1 Banyaknya  kebutuhan sandang dan pangan penduduk
Indonesia  sementara  produksi  tidak  selalu  mencukupi  kebutuhan  tersebut,  dan
juga  beberapa  negara  menjual  sandang  dan  pangan  dengan  harga  yang  lebih
murah  dan  kualitas  yang  terbilang  lebih  bagus,  menjadikan  salah  satu  faktor
pendorong terjadinya impor barang dari luar negeri ke Negara Indonesia. 
Kebutuhan  penduduk  Indonesia  mengharuskan  Negara  Indonesia  untuk
mengimpor  barang  dari  luar  negeri,  sehingga  pemerintah  membuat  kebijakan
1 Adrian Sutedi. 2014. Hukum Ekspor Impor. Jakarta. Raih Asa Sukses. Hlm 3.
1
batasan-batasan  komoditi  yang  bisa  diimpor  dan  komoditi  yang  tidak  bisa
diimpor.  Dibatasinya  komoditi  impor  atas  kepentingan  dalam  negeri  seperti
melindunngi  buatan  dalam  negeri  dan  melindungi  kebutuhan  masyarakat,
disamping itu menghemat pemakaian devisa (valuta asing).2 
Sebagai  Negara  Indonesia  yang  sangat  menjunjung  tinggi  penegakan
supermasi  hukum  dengan  dimensi  dan  implikasinya  haruslah  dapat  dilakukan
secara  benar  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  karena  dalam
kedudukan yang supermatif  akan menjadi landasan dalam menjalankan negara
serta pengaturan kehidupan warga negaranya.3 Direktorat Jendral Pajak Bea Cukai
yang  merupakan  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengurusan  dan
pengawasan dalam kegiatan lalu  lintas barang yang masuk dan keluar kedalam
daerah pabean, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  Tentang  Kepabeanan.
Pada  pasal  1  ayat  2  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  “daerah  pabean  adalah
Wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi  wilayah  darat,  perairan  dan  ruang
udara  diatasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di  Zona  Ekonomi  Ekslusif  dan
landas kontinen yang didalamnya belaku Undang-Undang ini.” 
Barang yang sangat diminati oleh masyarakat salah satunya adalah pakaian
bekas impor, khususnya pada Kota Medan dan sekitarnya. Pakaian bekas impor
2 Radiks Purba. 1983. Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia. Jakarta. 
Pustaka Dian. Hlm 170.
3 H. Chairuman Harahap, SH. 2003. Supermasi hukum. Bandung. Citapustaka Media. 
Hlm 12-13.
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yang berada di Kota Medan dan sekitarnya ini merupakan pakaian yang dibeli
oleh  pelaku  usaha  pertama  (pedagang  pengumpul)  dan  kemudian  akan  dijual
kembali  dalam  sekala  yang  lebih  kecil  kepada  pelaku  usaha  kedua  lalu
menjualnya  kepada  konsumen.  Umumnya  masyarakat  Medan  dan  sekitarnya
menyebut pakaian bekas impor ini dengan sebutan “Monza”. Kata monza sendiri
pada awalnya merupakan singkatan dari Mongonsidi Plaza, yang merupakan asal
muasal pasar yang menjual pakaian bekas impor pertama di Kota Medan. Disebut
Mongonsidi Plaza karena terletak di jalan Mongonsidi kota Medan dan kata plaza
sendiri sebagai istilah karena ditempat tersebut banyak aktifitas masyarakat seperti
transaksi pakaian bekas impor antara penjual dan pembeli . Pasar ini buka sekitar
awal  tahun 1980-an.4 Namun seiring  dengan berjalannya waktu  pakaian bekas
impor pun sudah merambat ke seluruh wilayah Sumatera Utara.
Kota  Tanjung  Balai  salah  satunya,  yang  merupakan  awalnya  pasokan
monza  datang  dikarenakan  sebagai  kota  pesisir  dan  terdapat  pelabuhan  yang
bernama  Pelabuhan  Teluk  Nibung.5 Pakaian  bekas  impor  banyak  di  perjual
belikan di Kota Tanjung Balai bagian utara tepatnya di pasar TPO. Pakian bekas
impor datang ke Kota Tanjung  balai karena kota yang sangat strategis dari segi
letak  dan  memiliki  pelabuhan  serta  berdekatan  dengan  negara  tetangga  yaitu
Malaysia dimana dari negara tersebut banyak mendatangkan pakaian bekas impor
ke  Kota  Tanjung  Balai.  Barang  monza  di  Kota  Tanjung  Balai  mengalami
4 Yustitia. Belanja pakaian murah dimonza. http://medan.panduanwisata.id. Diakses 
pada tanggal 20 maret 2018.
5 Waspada. Monza dilarang,monza diburu. https://Waspada.co.id. Diakses pada tanggal 
20 maret 2018.
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perkembangan sekitar tahun 1983 kemudian pada tahun 1990 semasa Wali Kota
Muis Dalimunthe bahwa masuknya pakaian bekas impor diperbolehkan dan tidak
ada penegakan hukum yang ketat pada saat itu terhadap pemasukan pakain bekas
impor ke Kota tanjung Balai. Dari awal mula tersebut menyebabkan perdagangan
pakaian bekas impor terus berkembang hingga saat ini.6 
Harga pakaian bekas impor juga sangat terjangkau yaitu berkisar Rp5000 -
Rp100.000,  dengan  harga  yang  sangat  terjangkau  ini  masyarakat  sudah  bisa
mendapatkan  pakaian  yang  bermerek  serta  berkualitas  tinggi.  Pada  dasarnya
pakaian  merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  paling  pokok  selain  sandang
pangan,  serta  menjadikan  pakaian  sebagai  kebutuhan  primer  bagi  kehidupan
manusia.  Pakaian  merupakan alat  penutup yang selalu  melekat  di  tubuh,  yang
akan  memberikan  kenyamanan,  keamanan  dan  kepantasan  dalam  menjalani
kehidupan  sehari-hari.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  peluang  terjadinya
penyelundupan  pakaian  bekas  impor  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha
dikarenakan masyarakat tetap tidak berpaling untuk membeli pakaian bekas impor
dibandingkan membeli pakaian baru dari toko yang harganya jauh lebih mahal
dari pada pakaian bekas impor.
Menurut penelitian laboratorium yang dilakukan Kementrian Perdagangan
pakaian  bekas  impor  berpotensi  menimbulkan  penyakit  sehingga  dapat
membahayakan kesehatan dalam masyarakat,  penyakit  yang ditimbulkan mulai
dari penyakit kulit hingga HIV sehingga berpotensi membahayakan bagi setiap
6 AJ, Wisnu. Impor pakaian bekas dalam problema ekonomi. 
https://www.kompasiana.com. Diakses pada tanggal 20 maret 2018.
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penggunanya.7 Selain itu pakaian bekas impor dapat mengganggu perekonomian
para  industri  tekstil  yang  berskala  kecil  menjadi  tidak  berkembang  di  dalam
wilaya  Negara  Indonesia,  Sehingga membuat  pemerintah  melakukan kebijakan
yaitu  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor:  51/M-
DAG/PER/7/2015  Tentang  Larangan  Impor  Pakaian  Bekas,  disebutkan  dalam
pasal 2 bahwa “pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia”
Masyarakat  yang  sangat  meminati  pakaian  bekas  impor  menjadikan
pendorong  bagi  pelaku  usaha  untuk  menjualnya,  sehingga  menjadi  polemik
masalah  pada  impor  barang  ke  Negara  Indonesia.  Hal  ini  sudah  tertulis  jelas
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 Ayat
1  bahwa  “setiap  importir  wajib  mengimpor  barang  dalam  keadaan  baru”.
Walaupun  dalam hal  tertentu  menteri  dapat  menetapkan  barang  yang  diimpor
dalam  keadaan  tidak  baru.8 Namun  tidak  menjadikan  pakai  bekas  impor  di
perbolehkan  karena  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  atas
larangan impor pakaian bekas.9 Barang impor yang masuk ke wilayah Negara
Indonesia sering terjadi kesalahan dikarenakan adanya pundi-pundi keuntungan
yang besar bagi pelaku usaha, sehingga membuat aparatur hukum dalam hal ini
7 Finance, Detik. Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor, Bisa Kena Penyakit Saluran 
Kelamin . https://finance.detik.com. Diakses pada tanggal 4 febuari 2018.
8 Pasal 47 ayat (2) Undang Undang  Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
9 Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan 
Impor Pakaian Bekas.
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menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak Bea Cukai  untuk meningkatkan
pengawasan  serta  penindakan.  Dilihat  dari  contoh  kasus  pada  berita  CNN
Indonesia dimana Puluhan penyelundup pakaian bekas asal Malaysia menyerang
Patroli  Bea  Cukai  pelabuhan  Teluk  Nibung  Tanjung  Balai,  Sumatera  Utara.
Penyerangan di perairan Bagan Asahan, kecamatan Tanjung Balai asahan ini tidak
hanya membuat sejumlah petugas terluka. Selain itu, kapal patroli bea cukai juga
nyaris  terbakar.10 Disamping itu masyarakat yang terus mengalami peningkatan
untuk membeli dan menjual pakaian bekas impor seolah sudah menjadikan barang
tersebut adalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Sehingga tindakan tersebut yang
menjadikan  salah  satu  munculnya  kejahatan  dalam  ekspor  impor  yang  tidak
terelakkan yaitu kegiatan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor.
Penyelundupan  yang  dilakukan  oleh  oknum  (importir)  dengan  tujuan
untuk memperoleh  keuntungan merupakan pelanggaran  prosedur  ekspor  impor
yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai dapat melakukan Penindakan
serta memberikan Sanksi penjatuhan Pidana sebagaimana diatur pada pasal 102
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa :
“Dipidana  karena  melakukan  penyelundupan  dibidang  impor  dengan  pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
 Bagi importir yang melakukan pelanggaran atas larangan impor pakaian
bekas dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana
10 CNN Indonesia. Berita 13 januari 2017,Patroli Bea dan Cukai di serang terduga 
penyelundup. Diakses pada tanggal 18 Mei 2018.
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denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar  rupiah).11 Hal  ini  dapat
dilihat  dari  pasal  122 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014 tentang
Perdagangan disebutkan bahwa:
“Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang
untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
Adapun konteks penjatuhan pidana termasuk kepada pelanggaran impor
pakaian  bekas  dimana  Menteri  Perdagangan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri
Perdagangan  Nomor:51/M-DAG/PER/7/2015  Tentang  Larangan  Impor  Pakaian
Bekas,  bahwa dapat  dilihat  pada  pasal  51  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa:
“Barang  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.”
  Tindak  pidana  penyelundupan  pakaian  bekas  impor  sangatlah  jelas
merugikan Bangsa Indonesia jika dibiarkan tanpa ada penyelesaiannya. Karena
dalam kegiatan ekspor impor dapat menambah pemasukan Negara Indonesia dan
meningkatkan perekonomian. Sehingga penyelundupan Barang terlebih pakaian
bekas  impor  adalah  sebagai  tindak  kejahatan  serius  yang  perlu  dilakukan
penegakan hukumnya.
Melihat semakin banyak dan meluasnya penyelundupan terhadap pakaian
bekas  impor  mengharuskan  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  pada
tahun 2015 yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:51/M-DAG/PER/7/2015
Tentang  Larangan  Impor  Pakaian  Bekas.  Dimana  berisikan  larangan  impor
11 Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
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pakaian bekas sehingga pakaian bekas dari luar negeri dilarang untuk masuk ke
wilayah Republik Indonesia. Pada hakikatnya Peraturan
Kegiatan penyelundupan sering dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan kecil
dikarenakan  untuk  melancarkan  kegiatan  impor  barang,  yang  dilakukan  para
importir  dan  juga  bekerjasama  dengan  para  agen  penadah  atau  pedagang
pengumpul dalam rangka untuk mendatangkan pakaian bekas impor ke wilayah
Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian.  Dengan maksud penelitian  secara  langsung untuk
melihat  bagaimana  proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana
penyelundupan pakaian bekas impor dan faktor kendala dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor. Penelitian ini akan
dilakukan di Kota Tanjung Balai dikarenakan wilayah yang kerap sering terjadi
penyelundupan dan terkenal dengan perdagangan jual beli pakaian bekas impor
atau monza dan serta banyaknya kegiatan ekspor impor lainya.
B. Rumusan Masalah
Adapun  permasalahan  yang  dapat  diajukan  dalam  menyikapi  penegakan
hukum terhadap  tindak  kejahatan  penyelundupan  impor  pakaian  bekas  adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian
bekas impor “monza” yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung?
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2. Apakah  faktor  kendala  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana
penyelundupan pakaian bekas impor yang dilakukan Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penulisan  ini  di  tinjau  dari  rumusan
permasalahan diatas adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan
pakaian bekas impor di Kota Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui faktor  kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak
pidana penyelundupan pakaian bekas impor di Kota Tanjung Balai.
3. Untuk mengetahui penyebab masih terjadinya jual beli pakaian bekas impor
dikalangan masyarakat Kota Tanjung Balai.
D. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan
untuk kegiatan-kegiatan berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian terhadap kasus ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk
permasalahan  lain  yang  berhubungan  dengan  penegakan  hukum  terhadap
penyelundupan yang berkaitan dengan pakaian bekas impor. Penelitian ini juga
diharapkan  dapat  menambah  ilmu  pengetahuan  serta  perbendaharaan  koleksi
karya  ilmiah  dan  memberikan  kontribusi  yang  memfokuskan  pada  penegakan
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hukum  terhadap  penyelundupan  yang  berkaitan  dengan  pakaian  bekas  impor.
Diharapkan juga agar dapat membuka pikiran pada mahasiswa dan masyarakat
yang  membaca  skripsi  ini  untuk  lebih  mengetahui  tentang  penyelundupan
pakaian bekas impor.
2. Secara Praktis
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dan
sumbangan  pemikiran  yang  bermanfaat  bagi  perkembangan  teori  dan
disiplin  ilmu  di  bidang  ilmu  hukum  dan  hukum  pidana.  Khususnya
bermanfaat  dalam tindak pidana  penyelundupan  yang  berkaitan  dengan
pakaian bekas impor.
b. Penelitian ini  juga diharapkan dapat  memberikan masukan kepada para
pelaksana hukum di bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai bentuk
perbuatan tindak pidana penyelundupan yang berkaitan dengan pakaian
bekas impor.
c. Hasil  dari  penelitian  diharapkan dapat  bermanfaat  dalam meningkatkan
pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana penyelundupan yang
berkaitan dengan pakaian bekas impor di wilayah hukum Kota Tanjung
Balai, serta juga diharapkan dapat bermanfaat menambah informasi bagi
Pejabat Bea dan Cukai mengenai kendala dalam penegakan hukum tindak




Penelitian yang dilakukan agar dapat menambah wawasan penulis sebagai
upaya dalam pengetahuan Ilmu Hukum serta  memenuhi  syarat  predikat
lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 Hukum.
2. Bagi Instansi
Penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi Pejabat Bea dan Cukai
terkait  dengan  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  terhadap  tindak
pidana penyelundupan khususnya pada kasus pakaian bekas impor.
3. Bagi Masyarakat
Penelitian di harapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan pada
masyarakat  terkait  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana
penyelundupan pakaian bekas impor.
F. Metode Penelitian
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini
untuk memperoleh data-data yang valid adalah sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Dalam  penulisan  ini  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode
pendekatan yuridis sosiologis ( sosio legal research ) yaitu merupakan penelitian
hukum  yang  menggunakan  data  sekunder  untuk  data  awalnya,  kemudian
dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
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2. Penentuan Lokasi
Alasan  penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  Kota  Tanjung  Balai  karena  dari
berbagai informasi yang di dapatkan penulis di daerah tersebut sering terjadinya
tindak pidana penyelundupan yang berkaitan dengan ekspor impor terlebih pada
pakaian  bekas.  Berhubung juga  Kota  Tanjung Balai  merupakan  daerah  pesisir
sehingga memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Teluk Nibung serta adanya
Kantor  Bea  cukai  sebagai  instansi  yang  memiliki  kewenangan  dalam  hal
pengawasan  ekspor  dan  impor,  penulis  juga  ingin  mendapatkan  informasi
mengenai permasalahan penyelundupan pakaian bekas impor tersebut.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  di  peroleh  langsung  dari  lokasi
penelitian  dalam  hal  ini  lokasi  penelitian  akan  di  lakukan  di  Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk
Nibung. Penelitian dilakuakan dengan cara melakukan wawancara kepada:
1) Bapak Muhammad Syahirul Alim Selaku Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
2) Andry Irawan, S.E selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
C Teluk Nibung.
Wawancara dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana
penyelundupan impor pakaian bekas serta faktor kendala yang di hadapai
dalam penegakan hukum bea  cukai  teluk  nibung yang membuat  masih
banyaknya transaksi jual beli pakaian bekas impor dikalangan masyarakat
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Kota  Tanjung  Balai.  Dari  lokasi  penelitian  juga  akan  dilakukan  studi
dokumen serta peraturan undang-undang yang berkaitan dengan topik atau
permasalahan yang diteliti oleh penulis.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari  kajian kepustakaan dan
Undang-Undang seperti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  Tentang  Kepabeanan,
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang
Larangan Impor Pakaian Bekas, Peraturan Menteri Pedagangan Nomor :
54/M-DAG/PER/10  Tahun  2009  Tentang  Ketentuan  Umum  di  Bidang
Impor.
c. Data Tersier
Data tersier merupakan jenis data yang diperoleh dari Jurnal Hukum atau
buku seperti,  buku karangan Prof.  Dr. Soerjono Soekamto,  S.H.,  M.A.
yang  berjudul  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum,
Soufnir  Chibro,  S.H.  yang  berjudul  Pengaruh  tindak  Pidana
penyelundupan terhadap pembangunan, buku karangan Dr.Ir.Yudi Wibowo
Sukinto,  S.H.,  M.H  yang  berjudul  Tindak  pidana  Penyelundupan  di
Indonesia  serta  Kamus  Hukum,  Kamus  Bahasa  Indonesia  dan  juga
Ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh
peneliti.
4. Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  sebagai
berikut:
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a. Wawancara  dan  interview  adalah  cara  yang  dilakukan  seorang  peneliti
untuk  mendapatkan  ataupun  mengumpulkan  data  sebanyak-banyaknya
dengan melakukan tanya jawab dan dialog, dan juga berdiskusi langsung
dengan pihak yang mengetahui dan dianggap berpengaruh terhadap tujuan
penelitian
b. Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara
mengumpulkan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  tema  dan
tujuan  penelitian,  yaitu  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana
Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Kota Tanjung Balai. Dalam hal
ini, data yang diperoleh yaitu berasal dari majalah dan literatur maupun
juga berasal  dari  berita-berita  yang  ada  di  media  cetak  maupun  media
online.  Serta  khususnya  berasal  dari  buku-buku yang  berkaitan  dengan
tema  penelitian  yaitu  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  pidana
Penyelundupan Pakaian Bekas Impor “Monza” di Kota Tanjung Balai .
5. Teknik Analisis Data
Melihat  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dan  yang  telah  terkumpul,
seperti  data  yang diperoleh dari  lapangan dan data  kepustakaan,  maka penulis
akan menggunakan teknik  analisis  data  Deskriptif  Kualitatif,  yaitu  semua data
yang telah di dapat akan dianalisa dan digambarkan sehingga akan memperoleh
kesimpulan.
G. Rencana Sistematika Penulisan
Rencana sistematika penulisan hukum ini  akan dibagi  dalam 4 (empat)
bab, yang terdiri masing-masing dari  sub bab. Sistematika penulisan ini dibuat
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untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penulisan skripsi ini. Adapun
bab tersebut yaitu sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada  bab  ini  penulis  memaparkan  tentang  gambaran  awal  penelitian,  dan
menjelaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi inti dari tujuan penelitian,
yang  meliputi  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat
penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis akan menyajikan teori-teori yang bersumber dari  undang-
undang  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  tema  permasalahan  yang  telah
ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Penulis  juga  menguraikan
pendekatan secara teoritis mengenai fakta-fakta dasar hukum dan kerangka dasar
terkait permasalahan yang akan diteliti yaitu Penegakan Hukum terhadap Tindak
Pidana Penyelundupan Pakaian bekas Impor di  Kota Tanjung Balai.
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang telah didapatkan serta
akan diuraikan tentang gambaran lokasi penelitian dan juga Penegakan Hukum




Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan, serta juga saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan
rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkaitan.
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